KATA PENGANTAR
GKPB Jemaat Kristus Kasih Denpasar (JKK) dalam pelaksanaan pelayanannya membuat peraturan-peraturan sebagai alat kelengkapan organisatoris di dalam jemaat yang diharapkan dapat menolong majelis jemaat dan pengurus lembaga kategorial maupun pengurus lembaga-lembaga lainnya untuk mewujudkan tri fungsi panggilan gereja yakni persekutuan, kesaksian dan pelayanan secara teratur tertib efisien dan efektif. Untuk itu Mei 2004 telah disusun peraturan- jemaat dalam satu buku yang disebut Organisasi dan Tata Laksana Jemaat yang disingkat Ortala. Mengingat terjadinya penyempurnaan pada Tata Gereja dan Peraturan GKPB secara sinodal yang menjadi dasar Ortala, maka ortala JKK juga diadakan penyempurnaan pada bulan September 2006. Tahun 2009 Ortala JKK yang telah disempurnakan disepakati oleh majelis jemaat untuk mengadakan revisi supaya sesuai dengan perkembangan pelayanan JKK. Namun, revisi tersebut belum sampai disahkan menjadi Ortala JKK. Oleh karena itu, tahun 2013 Ortala tahun 2006 dan revisi tahun 2009 disempurnakan lagi dan disusun menjadi satu buku yang berisi peraturan-peraturan internal JKK dengan harapan, dapat menjadi salah satu sarana untuk mewujudkan kelancaran pelayanan demi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Krsitus.
Penyempurnaan dan revisi Ortala JKK tetap mengacu kepada Tata Gereja dan Peraturan-peraturan GKPB secara Sinodal serta keputusan Rapat Jemaat GKPB JKK.  
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       Sekretaris
BAGIAN A 
JEMAAT
BAB I
NAMA DAN KEDUDUKAN
Pasal 1 

Nama

Jemaat ini sebagai bagian dari Gereja Kristen Protestan di Bali, bernama Jemaat Kristus Kasih disingkat JKK. 

Pasal 2

Kedudukan

Jemaat Kristus Kasih berkedudukan di Denpasar,  Jalan Debes 6, Banjar Gemeh, Kelurahan Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dengan wilayah pelayanan Kota Denpasar dan sekitarnya. 
BAB II
TUJUAN DAN TUGAS JEMAAT
Pasal 3
Tujuan

Tujuan jemaat adalah untuk melanjutkan karya penyelamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus oleh pertolongan Roh Kudus sampai terwujudnya penggenapan Kerajaan Allah.

Pasal 4

Tugas Jemaat

Untuk mewujudkan tujuan jemaat tersebut diatas, jemaat dipanggil untuk melakasanakan  tugas dengan mewujudkan kasih Allah kepada dunia ini melaui Tri Fungsi Panggilan gereja, yakni: Bersekutu, Bersaksi, dan Melayani.

BAB III
ORGANISASI JEMAAT
Pasal 5
Organisasi

Organisasi jemaat adalah suatu sistem yang saling mempengaruhi antar fungsionaris (pejabat gerejawi, majelis jemaat, dan pengurus lembaga) dan antar warga jemaat yang bekerjasama untuk mencapai tujuan jemaat. 

Pasal 6

Jemaat dan Balai Pembinaan Iman
1. Jemaat adalah persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat dunia. 

2. Persektuan yang dimaksud baru dapat menjadi satu jemaat jika persekutuan itu terdiri atas sekurang-kurangnya 4 KK dan atau 12 orang anggota sidi.
3. Persekutuan yang belum memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang disebutkan diatas dapat ditetapkan menjadi Balai Pembinaan Iman (BPI).
4. Yang dapat didaftar sebagai anggota jemaat adalah orang-orang yang telah menyataan dirinya mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamatnya dan dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, anak-anak mereka dan orang-orang pindahan dari jemaat atau gereja lain dengan membawa surat atestasi atau bukti lainnya.
Pasal 7
Rapat Jemaat

1. Rapat Jemaat diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun yang dihadiri oleh anggota jemaat yang sudah sidi.
2. Rapat Jemaat dinyatakan sah bila dihadiri oleh setengah ditambah 1 dari jumlah anggota jemaat yang sudah sidi. Apabila belum memenuhi ketentuan tersebut (belum kuorum) maka setelah menunggu dalam jangka waktu tertentu, rapat itu dapat dilangsungkan  secara sah.

3. Rapat Jemaat dipimpin ketua majelis jemaat atau anggota jemaat yang ditunjuk oleh majelis jemaat. 
4. Rapat jemaat Istimewa dapat diselenggarakan berdasarkan pertimbangan khusus dengan ketentuan:
a. Atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 anggota sidi jemaat dan atau

b. Atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 anggota majelis jemaat

Pasal 8

Tugas dan Wewenang Rapat Jemaat

Rapat jemaat membahas dan mengesahkan pertangungjawaban majelis jemaat, menetapkan program kerja, beserta rancangan anggaran pendapatan dan belanja jemaat serta menyelesaikan hal-hal yang tidak dapat diselesaikan oleh majelis jemaat.
BAB IV
Pasal 9
Struktur Organisai Jemaat

Yang dimaksud struktur organisasi jemaat adalah kerangka antar hubungan satuan-satuan organisasi (lembaga) yang di dalamnya terdapat pejabat (majelis jemaat dan pengurus lembaga), tugas serta wewenang yang masing-masing mempunyai peranan tertentu dalam kesatuan yang utuh (bagan struktur organisasi JKK, lihat lampiran 1)
Pasal 10
Majelis Jemaat

1. Majelis Jemaat adalah badan yang dilantik untuk mengurus dan melayani di suatu jemaat. 

2. Jumlah anggota majelis jemaat disesuaikan dengan kebutuhan jemaat.
3. Majelis jemaat terdiri atas: Pendeta, Penatua, Penginjil, dan Diaken. Dalam melaksanakan tugas dan kebijaksaaan majelis jemaat dapat berkoordinasi dengan semua pengurus lembaga yang ada di jemaat.
4. Majelis jemaat diketuai oleh Pendeta, kecuali jika hal itu tidak memungkinkan maka majelis jemaat boleh diketuai oleh seorang anggota lain dari majelis jemaat itu. 
5. Untuk melancarkan pelayanan maka, majelis memilih sekurang-kurangnya seorang wakil ketua, sekretaris dan bendahara dari antara majelis jemaat sendiri.
6. Ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara menjadi majelis jemaat harian. 
7. Majelis jemaat harian mewakili jemaat baik ke dalam maupun ke luar.

8. Masa pelayanan majelis jemaat adalah 4 tahun dan dapat dipilih untuk dua masa pelayanan secara beruturut-turut kecuali hal tersebut tidak memungkinkan.

9. Jika terjadi kekosongan dalam keanggotaan majelis jemaat, maka kekosongan tersebut diisi oleh calon yang ada dari unsur yang bersangkutan yang mendapat suara terbanyak berikutnya yang tidak didudukkan dalam majelis itu. Jika tidak ada calon yang demikian, maka kekosongan itu diisi melalui pemilihan. Dan masa pelayanannya berakhir bersama-sama dengan masa pelayanan majelis jemaat yang bersangkutan.

Pasal 11

Syarat Menjadi Majelis Jemaat

Syarat–syarat Menjadi Majelis Jemaat (Peraturan GKPB Nomor 06 Bab III - 2007)

1. Sudah sidi.

2. Sudah menjadi anggota jemaat minimal 1 ( satu ) tahun

3. Tidak sedang menjalani pendisiplinan.

4. Beriman teguh, memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang firman Tuhan.

5. Memiliki wibawa, loyalitas, dedikasi, dan pengabdian yang tinggi terhadap gereja.

Pasal 12

Prosedur Pemilihan Majelis Jemaat

Prosedur Pemilihan Majelis Jemaat (Peraturan GKPB Nomor 06 Bab III - 2007)

1. Dengan menentukan bakal calon (balon), kemudian dipilih secara langsung.

2. Calon Majelis Jemaat sekurang-kurangnya 2 kali dari jumlah Majelis Jemaat yang akan dipilih.

3. Rasio minimal Majelis Jemaat perempuan sekurang-kurangnya 30% dari jumlah Majelis Jemaat.

4. Jumlah Majelis Jemaat sekurangnya 3 orang, untuk selanjutnya rasio majelis jemaat adalah  seorang majelis untuk 10-15 KK . 

5. Diusahakan melibatkan semua unsur-unsur lembaga kategorial

6. Calon terpilih dihubungi kesediaannya terlebih dahulu.

7. Sebelum diadakan pemilihan, para calon majelis jemaat diumumkan dua kali berturut-turut dalam ibadah jemaat.
Pasal 13

Rapat Majelis Jemaat
1. Rapat Majelis Jemaat diadakan setiap minggu pada hari Senin dalam minggu yang bersangkutan.
2. Tugas rapat majelis jemaat membahas dan memutuskan pelaksanaan program jemaat beserta rancangan anggaran dan pendapatan belanja yang telah ditetapkan oleh rapat jemaat dalam tahun berjalan.

3. Membahas dan memutuskan koordinasi pelayanan bersama dengan pengurus lembaga-lembaga yang ada di jemaat. 

4. Membahas dan memutuskan masalah-masalah yang ada di jemaat baik yang berhubungan dengan warga jemaat maupun non warga jemaat.
5. Membahas dan memutuskan masalah-masalah yang tidak dapat diputuskan oleh Majelis jemaat harian dan atau pengurus lembaga-lembaga pelayanan yang ada di jemaat.
6. Menerima laporan pertanggungjawaban majelis jemaat harian dan lembaga-lembaga pelayanan yang ada di jemaat. 
Jabatan Gerejawi

Pasal 14
1. Jabatan gerejawi adalah jabatan khusus yang diberikan kepada warga jemaat melalui peneguhan atau pentahbisan pada ibadah khusus. Jabatan gerejewai yang ada di JKK antara lain: Penatua, Penginjil, Diaken, dan Pendeta.

2. Penatua adalah jabatan gerejawi yang ditetapkan secara khusus untuk mengupayakan terselenggaranya tugas persekutuan di jemaat. Seorang penatua patut mempunyai pengetahuan  Alkitab yang memadai, sifat keteladanan yang saleh, setia,  dan taat pada panggilan Yesus.
3. Penginjil adalah jabatan gerejawi yang ditetapkan secara khusus untuk mengupayakan terselenggaranya tugas pemberitaan Injil. Seorang penginjil patut memiliki pengetahuan Alkitab yang memadai dan mampu mengkomunikasikannya pada orang lain dalam perkataan dan perbuatan.
4. Diaken adalah jabatan gerejawi yang ditetapkan secara khusus untuk mengupayakan terselengaranya pelayanan kasih. Seorang diaken patut mempunyai pengetahuan Alkitab yang memadai, memiliki kesetiaan dan keterampilan dalam mengatur perbendaharaan jemaat, memiliki kepekaan sosial, sifat keteladanan yang saleh, setia dan taat pada panggilan Yesus.

5. Pendeta adalah jabatan gerejawi yang ditetapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pelayanan firman, sakramen, pastoral, dan pelayanan-pelayanan gerejawi lainnya. Seorang dapat ditahbiskan ke dalam jabatan pendeta setelah melakasanakan masa vikariat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun kecuali ada pertimbangan khusus yang dipertanggung jawabkan oleh Majelis Sinode GKPB. Pendeta gereja lain dapat diterima di GKPB apabila: berasal dari gereja yang mempunyai pengakuan dan dasar teologi yang sama dengan GKPB, menerima dan menaati Tata Gereja, Liturgia, dan Peraturan-Peraturan GKPB dengan pernyataan tertulis. Pendeta yang sudah pensiun disebut Pendeta Emeritus.

Pasal 15
1. Jabatan gerejawi pendeta berakhir karena: berakhirnya masa jabatan gerejawi, permintaan sendiri, pendisiplinan, dan berhalangan tetap.
2. Jabatan penatua, penginjil,  dan diaken berakhir karena: permintaan sendiri, pendisiplinan, berakhirnya periode pelayanan yag bersangkutan, berhalangan tetap. 
Pasal 16
Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Majelis Jemaat

1. Mengurus dan melayani kehidupan jemaat.
2. Mewakili jemaat baik ke dalam maupun keluar.
3. Membentuk lembaga-lembaga pelayanan di jemaat.

4. Mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam 4 bulan.

5. Membuat laporan pelaksanaan pelayanan jemaat dan menyususn rencana program pelayanan dan RAPB jemaat.

6. Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan pendeta jemaat.
7. Menyelenggarakan administrasi jemaat, mengadakan dan memelihara dokumen dan milik-milik jemaat.
8. Menggantikan tugas-tugas pendeta apabila pendeta berhalangan, sesuai dengan deskripsi tugasnya masing-masing.

9. Wajib memberikan masukan kepada majelis Sinode untuk pertumbuhan jemaat.

10. Bertanggungjawab kepada jemaat dan atas nama jemaat kepada Majelis Sinode Harian GKPB.
11. Majelis jemaat bertanggungjawab atas semua aset-aset GKPB JKK.

Pasal 17
Uraian Tugas, Tanggungjawab, dan Wewenang Pengurus/Personalia Majelis Jemaat.
1. Tugas, tanggung jawab dan wewenang Ketua Majelis Jemaat:

a. Memegang pimpinan dalam majelis jemaat.

b. Melaksanakan kebaktian dan pengembalaan terhadap warga jemaat dan lembaga-lembaga yang ada di lingkungan jemaat.

c. Ketua bersama-sama sekretaris dan bendahara memperhatikan dan melaksanakan keputusan rapat jemaat dan rapat majelis jemaat.

d. Melayani dan memelihara hubungan dengan gereja-gereja lain, pemerintah, masyarakat dan yang berhubungan dengan itu.

e. Dalam melaksanakan tugas a, b, c, dan d ketua bertanggung jawab kepada rapat majelis jemaat yang berikutnya.

f. Berwenang menandatangani surat-surat resmi atas nama jemaat atau majelis jemaat.

g. Berwenang untuk menegur dan membimbing seluruh anggota majelis dan warga jemaat.

h. Berwenang untuk memutuskan pengeluaran-pengeluaran keuangan jemaat Rp. 1.000.000 dan diatas Rp. 1.000.000 harus mendapat persetujuan rapat majelis JKK
i. Bersama-sama bendahara majelis jemaat berwenang untuk menyimpan uang phisik jemaat pada bank yang ditunjuk. 

2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Wakil Ketua Majelis Jemaat:

a. Membantu ketua dalam tugasnya untuk melaksanakan pelayanan jemaat.

b. Mewakili ketua majelis jemaat, bila ketua berhalangan melakukan tugasnya.

c. Dalam melaksanakan tugas tersebut wakil ketua bertanggung jawab kepada ketua dan atau rapat majelis jemaat berikutnya.

d. Berwenang menandatangani surat-surat resmi atas nama jemaat atau majelis jemaat jika ketua berhalangan atau tidak mungkin untuk itu.

e. Bersama-sama dengan ketua majelis jemaat, wakil ketua majelis jemaat berwenang untuk menegur dan membimbing seluruh anggota majelis jemaat dan warga jemaat.
f. Wakil ketua bidang kerohanian mendampingi ketua dalam mengkoordinasikan kegiatan pembinaan maupun pelayanan di bidang spitirual/kerohaniaan (persekutuan).

g. Wakil ketua bidang operasional mendampingi ketua dalam mengkoordinasikan kegiatan pembinaan maupun pelayanan dalam bersaksi dan melayani.

h. Berwenang untuk memutuskan pengeluaran-pengeluaran keuangan jemaat Rp. 1.000.000 dan diatas Rp. 1.000.000 harus mendapat persetujuan rapat majelis JKK.

3. Tugas, tanggungjawab dan wewenang Sekretaris Majelis Jemaat:

a. Melaksanakan keputusan-keputusan rapat majelis jemaat dan bekerjasama dengan ketua mempersiapkan dan memimpin rapat jemaat.

b. Mengkoordinasikan kegiatan dan pekerjaan jemaat bersama-sama dengan ketua.

c. Mengatur administrasi jemaat bersama-sama dengan ketua.

d. Mengumpulkan dan melengkapi data-data jemaat termasuk stambuk warga jemaat.

e. Mengurus dan mengatur surat-surat masuk dan keluar.

f. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretaris bertanggung jawab kepada ketua atau wakil ketua dan atau kepada rapat majelis jemaat berikutnya.

g. Bersama-sama dengan Ketua Majelis Jemaat atau tanpa Ketua Majelis Jemaat berwenang menandatangani surat-surat resmi atas nama Jemaat atau Majelis Jemaat.

h. Berwenang meminta data untuk kebutuhan administrasi Jemaat baik kepada anggota Majelis  Jemaat maupun warga Jemaat.
4. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Bendahara Majelis Jemaat :

a. Bendahara majelis jemaat adalah penanggung jawab utama terhadap seluruh keuangan, hak milik dan aset-aset GKPB JKK.
b. Bendahara bersama-sama dengan ketua bertugas mengkoordinasikan bagian keuangan di lembaga-lembaga yang ada di jemaat.
c. Bendahara bersama-sama dengan ketua dan sekretaris menyusun rencana pendapatan dan belanja tahunan jemaat.
d. Menyelenggarakan pembukuan atau administrasi keuangan dengan teratur.
e. Memberi laporan keuangan jemaat kepada rapat majelis jemaat selambat-lambatnya tiga bulan sekali.
f. Menerima dan membukukan pendapatan jemaat yang harus disertai tanda bukti penerimaan.
g. Pengeluaran-pengeluaran keuangan jemaat diatas Rp. 1.000.000,- harus mendapat persetujuan ketua dan sekretaris majelis jemaat dan harus disertai tanda bukti pengeluaran.
h. Pengeluaran-pengeluaran dibawah Rp. 1.000.000,- dapat dilakukan oleh bendahara dan harus disertai dengan tanda bukti pengeluaran.
i. Penjualan aset-aset GKPB JKK yang tidak bergerak harus mendapat persetujuan dari  Majelis Jemaat, Rapa Jemaat, dan MSH GKPB berdasarkan penilaian independen.
j. Penyimpanan uang fisik jemaat diluar kebutuhan rutin jemaat tiap bulan harus pada bank yang dapat dipercaya.
k. Bersama-sama dengan ketua dan sekretaris majelis jemaat, bendahara harus menyiapkan salinan laporan keuangan bulanan kepada MSH GKPB.
l. Dalam melaksanakan tugas tersebut bendahara bertanggung jawab kepada ketua dan sekretaris dan atau kepada rapat majelis jemaat yang berikutnya.
m. Berwenang meminta data keuangan kepada lembaga, komisi, dan panitia yang ada dilingkungan JKK sebagai bagian tak terpisahkan dari administrasi keuangan jemaat.
n. Menegur, membimbing dan membina bendahara lembaga-lembaga yang ada di lingkungan JKK.
o. Bersama-sama dengan Ketua Majelis Jemaat berwenang untuk menyimpan uang phisik jemaat pada Bank yang ditunjuk. 
p. Berwenang menandatangani surat-surat resmi keuangan atas nama Majelis Jemaat atau Jemaat.
q. Berwenang melakukan pengeluaran dibawah Rp.1.000.000,- 

5. Tugas, tanggungjawab, dan wewenang Anggota Majelis Jemaat sebagai Pendamping Lembaga-Lembaga:

a. Turut menjaga dan melaksanakan agar semua tugas majelis jemaat sesuai dengan ketentuan diatas dapat dilaksanakan dengan baik.

b. Menghadiri rapat-rapat majelis jemaat.

c. Memberikan informasi atau usul-usul kepada majelis jemaat tentang pelayanan majelis jemaat.
d. Anggota majelis jemaat dapat diserahi tugas untuk mengkoordinir lembaga-lembaga pelayanan yang ada di lingkungan jemaat.

e. Memberikan pendampingan kepada pengurus lembaga-lembaga yang ada di JKK dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan, rapat-rapat, penyusunan laporan dan program lembaga, dan penyusunan RAB lembaga.
f. Dalam melaksanakan tugas tersebut anggota majelis jemaat bertanggungjawab kepada majelis jemaat harian dan atau rapat majelis jemaat berikutnya.

g. Berwenang mewakili jemaat keluar maupun ke dalam.

BAB V
LEMBAGA-LEMBAGA JKK
Pasal 18
1. Untuk melancarkan pelayanan jemaat, maka majelis jemaat dapat membentuk lembaga pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan bertanggungjawab kepada majelis jemaat.

2. Untuk kelancaran dalam koordinasi maka perlu dipilih/ditunjuk Majelis Pendamping pada masing-masing lembaga kategorial dan lembaga khusus yang dibentuk oleh majelis jemaat itu sendiri.
3. Lembaga-lembaga yang ada di JKK:

a. Lembaga Kategorial: Sekolah Minggu dan Remaja, Persekutuan Pemuda, Persekutuan Dewasa Muda, Persekutuan Wanita, Persekutuan Bapak, dan Persekutuan Warga Senior.

b. Lembaga Khusus: Persekutuan Doa, Pemuridan, Perpustakaan, Purnabawa, Pelayanan Kesehatan, Kesenian dan Olahraga, Kelompok Profesi Jemaat.

Pasal 19
Uraian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Pengurus Lembaga-Lembaga
1. Membantu Majelis Jemaat dalam menjamin kelancaran pelaksanaan program di Lembaga-Lembaga (Guru SM & R, Pers. Pemuda, PDM, Pers. Wanita, Pers. Bapak, Pers. Warga Senior, PDK, Pemuridan, RK Purnabawa, Klinik Pelita Kasih, Kesenian & Olahraga).

2. Melaksanakan program dari lembaganya masing-masing yang telah diputuskan dalam rapat majelis jemaat dan pengurus lembaga-lembaga.

3. Membuat rencana program dan RAPB  lembaga masing-masing untuk diajukan kepada majelis jemaat.
4. Mengkoordinasikan pengurus lembaganya masing-masing.
5. Membuat laporan pertanggunganjawab pelaksanaan program dan APB lembaga masing-masing kepada majelis jemaat. 

6. Pengurus lembaga-lembaga berwenang untuk mewakili majelis jemaat dalam melaksanakan pelayanan di lembaga masing-masing. 
BAB VI

WILAYAH DAN SEKTOR
Pasal 20

Pengertian Wilayah dan Sektor
1. Wilayah adalah suatu bagian dari seluruh daerah pelayanan GKPB Jemaat Kristus Kasih yang ditetapkan oleh Majelis Jemaat dengan tujuan untuk kelancaran pelayanan dan pelaksanaan kegiatan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan.

GKPB Jemaat Kristus Kasih terdiri dari 4 (empat) Wilayah sesuai dengan pembagian wilayah administrasi kota Denpasar (Kecamatan) yaitu : Wilayah Denpasar Timur, 2. Wilayah Denpasar Selatan. 3. Wilayah Denpasar Barat. dan 4. Wilayah Denpasar Utara.

Wilayah-wilayah di JKK dipimpin oleh pengurus wilayah dan dikoordinir oleh ketua wilayah masing-masing yang dipilih oleh majelis jemaat. 
2. Sektor adalah bagian dari wilayah GKPB Jemaat Kristus Kasih yang ditetapkan oleh Majelis Jemaat dengan tujuan makin memperlancar pelayanan dan kegiatan persekutuan serta pembinaan warga. 

(Nama Sektor disesuaikan dengan nama desa / kelurahan yang ada dikecamatan adminidstrasi kota Denpasar).

Masing-masing sektor di wilayah JKK dikoordinir oleh ketua sektor yang dipilih oleh majelis jemaat.

Pasal 21

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Pengurus Wilayah
1. Mewakili Majelis jemaat dalam melaksanakan kegiatan pelayanan di wilayah masing-masing.
2. Melaksanakan keputusan rapat majelis jemaat yang berkaitan dengan terselenggaranya persekutuan, kesaksian, dan pelayanan bagi warga jemaat di wilayahnya.
3. Memberi masukan kepada Majelis Jemaat tentang masalah-masalah dan kegiatan-kegiatan di wilayahnya

4. Menjalankan kebijakan jemaat yang telah diputuskan oleh Rapat Majelis Jemaat dan Rapat Majelis Jemaat kepada Sektor-Sektor yang ada diwilayahnya untuk dapat dilaksanakan dengan baik.

5. Mengkoordinasikan Sektor di wilayahnya melalui Ketua Sektor.

6. Meningkatkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan di wilayahnya.

7. Pengurus wilayah bertanggung jawab kepada majelis jemaat.
Pasal 22

Uraian Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Sektor

1. Melaksanakan keputusan majelis jemaat yang berkenaan dengan pelayanan kepada warga jemaat yang ada di sektornya.
2. Mengikuti program pelayanan wilayah.
3. Memberi masukan dan usul kepada majelis jemaat melalui wilayah masing-masing berkenaan dengan kegiatan dan masalah-masalah pelayanan yang ada di sektornya.
4. Menyusun dan mengatur jadwal kegiatan pelayanan persekutuan dan pelayanan khusus di sektornya. 
5. Mengkoordinasikan pelayanan warga jemaat di sektornya dengan majelis jemaat melalui pengurus wilayah. 
6. Ketua sektor bertanggungjawab kepada majelis jemaat melalui pengurus wilayah.
BAGIAN B 
Bab VII
IBADAH-IBADAH
Pasal 23

Pengertian Ibadah
1. Ibadah merupakan salah satu kegiatan jemaat untuk mewujudkan persekutuan diantara warga jemaat dan warga jemaat dengan Tuhan. 

2. Ibadah jemaat dilaksanakan dengan mengikuti tata ibadah yang terdapat dalam buku tata ibadah yang telah ditetapkan oleh Sinode. 

3. Ibadah jemaat meliputi: ibadah hari minggu, ibadah hari raya gerejawi, ibadah hari besar nasional, ibadah rumah tangga, ibadah ucapan syukur, ibadah penghiburan, dan ibadah lainnya (ibadah di lembaga-lembaga) 
4. Kegiatan ibadah di jemaat dikoordinir oleh majelis jemaat yang berjabatan gerejawi Penatua.
Pasal 24

Pelaksanaan Ibadah

1. Ibadah minggu dilaksanakan pada hari minggu sebanyak 3 kali yaitu ibadah pertama pukul 07.00, ibadah kedua pukul 09.00, dan ibadah ketiga pukul 18.00, kecuali ibadah khusus yang dilaksanakan pada hari minggu waktu ibadah dapat disesuaikan.
2. Ibadah hari raya gerejawi dilaksanakan sesuai dengan tahun gerejawi yang ditetapkan oleh Sinode.
3. Ibadah hari raya gerejawi sebaiknya dilayani oleh Pendeta jemaat setempat.
4. Ibadah hari besar nasional yang dilaksanakan adalah memperingati kemerdekaan RI.
5. Ibadah Rumah Tangga dan PA dilaksanakan pada hari kamis baik bertempat di rumah tangga jemaat maupun di gedung gereja. 

6. Ibadah syukur dan penghiburan dilayani berdasarkan permintaan dari warga jemaat.

7. Ibadah-ibadah lainnya dapat dilayani di lembaga-lembaga yang ada di jemaat dikoordinir oleh pengurus lembaga yang bersangkutan.
8. Warna liturgi dan teknis pelaksanaan ibadah diatur dalam peraturan tersendiri (lihat lampiran 2)
BAB VIII
SAKRAMEN
Pasal 25

Sakramen

1. Sakramen adalah tanda untuk memeteraikan perjanjian Allah dengan orang-orang yang dipilihNya.

2. Jenis Sakramen yang dilayani di JJK adalah Sakramen Baptis Kudus dan Sakramen Perjamuan Kudus.

3. Pelayanan Sakramen harus dilakukan oleh Pendeta.

Pasal 26

Sakramen Baptis Kudus

1. Baptisan Kudus adalah tanda untuk memeteraikan orang-orang percaya yang telah dipilihNya bahwa Allah telah membebaskan mereka dari kuasa dosa serta menerima mereka menjadi jemaat sebagai Tubuh Yesus Kristus.
Pasal 27
Tata Cara Sakramen Baptis Kudus

1. Sakramen baptis kudus dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Majelis Jemaat atau berdasarkan permintaan oleh anggota warga jemaat

2. Pelaksanaan sakramen baptis kudus dilakukan dalam kebaktian jemaat di gedung Gereja.
3. Dalam keadaan tertentu, pelayanan baptis kudus dapat dilaksanakan dalam kebaktian jemaat di luar gedung Gereja. 

4. Sakramen baptis kudus dapat dilakukan dengan menunjuk seorang warga jemaat sidi sebagai orangtua rohani / wali

5. Sakramen baptis kudus dilakukan setelah melewati pengumuman jemaat dua kali secara berturut-turut, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakasanakan tanpa diumumkan dua kali berturut-turut
6. Sakramen baptis kudus dilakukan sesuai dengan jiwa dan tata ibadah GKPB

7. Untuk memperoleh pelayanan baptis kudus, warga jemaat atau walinya wajib mengajukan permohonan kepada Majelis Jemaat, baik lisan maupun tertulis

8. Permohonan yang dimaksudkan poin 6 diatas diajukan sekurang-kurangnya tiga minggu sebelum pelayanan sakramen dilaksanakan, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan kurang dari tiga minggu
9. Permohonan bagi baptisan dewasa dapat dilakukan melalui surat pernyataan tertulis.
10. Pelayanan Sakramen baptis kudus orang dewasa dapat dilakukan setelah yang bersangkutan menyatakan iman kristennya dan wajib mengikuti pelajaran agama kristen

11. Tanda bukti baptis kudus adalah tercatat secara administratif dalam surat baptisan

12. Baptisan bagi warga jemaat di lingkungan GKPB dan dari luar GKPB dapat dilakukan dengan surat pelimpahan dari jemaat dan gereja yang bersangkutan

Perjamuan Kudus

Pasal 28
1. Perjamuan Kudus adalah ibadah pelayanan sakramen bertujuan untuk memperingati, menghayati dan memberitakan kematian Krsitus di kayu salib sebagai karya Allah yang menghapus dosa dan menyelamatkan dunia
Pasal 29

Tata Cara Pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus

1. Sakramen Perjamuan kudus dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Majelis Jemaat, sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun

2. Sakramen Perjamuan Kudus dilakukan melalui pengumuman 2 (dua) kali secara berturut-turut

3. Sebelum pelaksanaan sakramen perjamuan kudus wajib diadakan kebaktian persiapan perjamuan kudus

4. Pelayanan sakramen perjamuan kudus bagi warga jemaat yang sakit atau jompo, dan halangan lainnya, setelah melalui percakapan pastoral dapat dilaksanakan di tempat mereka masing-masing

5. Perjamuan kudus atas permintaan karena kebutuhan dan kesadaran pribadi warga jemaat secara perseorangan, dapat dilayani oleh Pendeta.

Pasal 30

Ibadah Peneguhan Iman
1. Ibadah peneguhan iman (sidi) wajib dilaksanakan bagi anak-anak warga jemaat yang sudah dibaptis setelah yang bersangkutan mengikuti katakesasi sesuai dengan materi yang telah ditetapkan oleh GKPB.

Pasal 31

Tata Cara Ibadah Peneguhan Iman

1. Peneguhan Iman (Sidi) dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Majelis Jemaat atau permohonan warga jemaat

2. Peneguhan Iman (Sidi) dilakukan melalui pengumuman jemaat 2 (dua) kali secara berturut-turut

3. Peneguhan Iman (Sidi) dilakukan sesuai dengan jiwa dan tata cara ibadah GKPB

4. Untuk memperoleh peneguhan iman (sidi), warga jemaat atau walinya wajib mengajukan permohonan kepada Majelis Jemaat

5. Permohonan dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) minggu sebelum peneguhan dilakukan

6. Permohonan peneguhan iman (sidi) dapat dilakukan baik secara lisan maupun tulisan

7. Tanda bukti peneguhan iman (sidi) adalah tercatat secara administratif dan dalam sertifikat peneguhan iman (sidi)

8. Sidi bagi warga jemaat dilingkungan GKPB dan dari luar GKPB dapat dilakukan dengan menerima surat pelimpahan dari jemaat dan gereja yang bersangkutan

9. Bagi warga Gereja yang telah sidi, yang sempat pindah agama dari agama Kristen, namun kemudian kembali menjadi warga Gereja, yang bersangkutan perlu kembali mengikuti acara peneguhan iman (sidi)

Pasal 32

Perkawinan
1. Perkawinan Kristen adalah persekutuan hidup atas dasar saling mencintai dan mengasihi antara seorang pria dan wanita selaku suami istri yang dikehendaki oleh Allah sebagaimana dinyatakan oleh firmanNya di dalam Alkitab.

Pasal 33

Tata Cara Perkawinan

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai

2. Pelaksanaan perkawinan didahului dengan pertunangan

3. Masa pertunangan minimal 2 (dua) minggu, kecuali ada pertimbangan khusus

4. Dalam keadaan tertentu perkawinan dapat dilaksanakan tanpa melewati pertunangan

5. Kedua mempelai berhak mendapat pembinaan sebelum dan sesudah perkawinan

6. Calon mempelai pria berusia minimal 19 tahun, sedangkan calon mempelai wanita berusia minimal 16 tahun. Apabila calon mempelai belum dewasa sesuai undang-undang harus mendapat izin dari orangtua/ wali/ pengadilan

7. Kedua mempelai membawa surat keterangan tidak sedang dalam ikatan perkawinan dari pihak yang berwenang

8. Kedua mempelai wajib menunjukkan saksi

9. Perkawinan dilangsungkan dengan pemberitahuan berupa pengumuman sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut dalam ibadah Minggu

10. Perkawinan dilakukan dalam kebaktian jemaat di gedung gereja

11. Dalam keadaan tertentu perkawinan dapat dilaksanakan dalam kebaktian jemaat di luar Gedung Gereja dengan kesepakatan dari Majelis Jemaat

12. Persembahan dalam peneguhan perkawinan yang diadakan tidak pada ibadah Minggu hanya dilakukan dalam bentuk persembahan syukur

13. Kebaktian sulung di keluarga mempelai diadakan sesuai dengan pertimbangan bersama keluarga dan majelis jemaat

13. Perkawinan wajib diadministrasikan oleh Majelis Jemaat dan dicatatkan di Catatan Sipil

14. Dalam hal perkawinan; dimana salah satu mempelai baru akan bertobat, maka segala ketentuan adat harus dijalankan mendahului baptisan dan pengesahan perkawinan.

15. Dalam hal perkawinan; dimana anak Jemaat meninggalkan iman Kristennya, maka segala pelayanan sosial keagamaan Kristen tidak dapat lagi diberikan. Dalam hubungan pelayanan sosial kemasyarakatan, diserahkan kepada masing-masing.

16. Perkawinan asing dapat dilayani di Gedung Gereja Kristus Kasih apabila ada permintaan dari yang bersangkutan atas persetujuan dan penugasan dari Majelis Sinode Harian.

Pasal 34
Syarat-syarat Akte Perkawinan Gereja Bagi Pasangan yang Seiman
1. Mengajukan permohonan pemberkatan Nikah kepada Majelis Jemaat GKPB Jemaat Kristus Kasih, bagi warga anggota jemaat

2. Bagi yang bukan warga GKPB Jemaat Kristus Kasih surat permohonan dilampiri dengan surat pelimpahan dari gereja asal

3. Fotocopy surat baptis dan sidi / baptis dewasa masing-masing calon mempelai

4. Fotocopy kutipan Akte Kelahiran atau Surat Kenal Lahir kedua mempelai

5. Surat keterangan belum pernah kawin dari Kepala Desa/ Lurah setempat 

6. Surat Pernyataan Bersama oleh mempelai bermeterai Rp. 6.000,- yang menyatakan pencatatan perkawinan, dilaksanakan atas dasar suka sama suka tanpa paksaan manapun

7. Fotocopy kutipan Akte Kematian, Perceraian, jika yang bersangkutan sudah pernah kawin (bagi yang ditinggal mati/cerai, suami/istri sebelumnya)

8. Fotocopy KTP/Kipem dari calon mempelai masing-masing, dan fotocopy KTP saksi-saksi

9. Fotocopy Kartu Keluarga masing-masing calon mempelai

10. Pas photo berwarna berdampingan ukuran 6x4 

11. Izin komandan bagi anggota TNI dan POLRI

12. Fotocopy KTP orangtua / wali masing-masing calon mempelai
Pasal 35
Syarat-syarat Akte Perkawinan Gereja Bagi Pasangan yang Salah Satunya Belum Beragama Kristen
1. Surat pernyataan bersedia pernikahannya diberkati dan diteguhkan secara Agama Kristen bagi salah satu calon yang belum beragama Kristen, di atas  kertas segel/bermeterai

2. Bersedia mengikuti pembinaan atau pastoral pernikahan secara Kristiani

Pasal 36
Biaya Administrasi Perkawinan

1. Bagi calon mempelai yang adalah warga JKK dan atau salah satu calon mempelai bukan warga JKK dikenakan biaya administrasi perkawinan Rp. 1.000.000,- dan dikenakan biaya pelayanan Pendeta secara sukarela.
2. Bagi calon mempelai yang keduanya bukan warga JKK dan atau pelimpahan dari jemaat dan gereja lain, dikenakan biaya administrasi perkawinan Rp. 1.500.000,- dan dikenakan biaya pelayanan Pendeta sebesar Rp. 1.000.000,-
3. Bunga dekorasi di gedung Gereja ditanggung keluarga yang bersangkutan dan apabila diserahkan kepada gereja dikenakan biaya sebesar Rp. 750.000,-
Pasal 37
Penguburan dan Kremasi

1. Warga JKK yang meninggal dunia berhak mendapat penguburan atau kremasi secara agama kristen.

2. Majelis jemaat melalui pengurus Purnabawa mengatur segala persiapan pelayanan penguburan atau kremasi dan kebaktian penghiburn sesuai dengan kebiasaan jemaat.

3. GKPB JKK melayani penguburan dan atau kremasi warga JKK secara agama kristen atas permintaan tertulis dari yang bertanggungjawab dan yang berkepentingan.
Pasal 38
Tata Cara Penguburan dan Kremasi

1. Pelayanan Pemakaman dapat dilakukan dengan dikubur maupun dikremasi, disesuaikan dengan jiwa Tata Gereja 2006 Bab IX, pasal 42-45
2. Dalam pelayanan pemakaman disediakan tempat untuk menyampaikan tali kasih untuk keluarga duka
3. Pelayanan kremasi dilakukan di pemakaman Kristen “Mumbul” yang sudah memiliki tungku kremasi atau di tempat krematorium centre lainnya
4. Pelayanan penghiburan diatur oleh majelis jemaat, magebagan dan lain-lain yang berkaitan dengan kematian diatur sebaik-baiknya oleh Rukun Kedukaan Purnabawa berkoordinasi dengan Ketua Wilayah dan Ketua Sektor
5. Kebaktian Penghiburan pada keluarga berduka dapat dilaksanakan dengan melibatkan group-group paduan suara.
6. Abu jenasah yang dikremasi dapat dilabuhkan di laut atau di kubur atau ditempatkan pada tempat yang disediakan.
7. Jemaat Kristus Kasih dapat melaksanakan upacara pemakaman warga Kristen yang tidak diketahui keluarganya  atas permintaan yang berwajib
8. Anggota Warga Jemaat Kristus Kasih wajib menjadi anggota Rukun Kedukaan Purnabawa dengan membayar iuran minimal Rp. 5.000,-/ jiwa per bulan.
9. Bagi Anggota Warga Jemaat Kristus Kasih yang jenazahnya mau dikubur di taman makam kristen mumbul wajib menjadi anggota Rukun Kematian MPAG Provinsi Bali dengan membayar Rp. 50.000,- per jiwa / kepala/tahun.
BAGIAN C 

BAB IX

PELAYANAN KASIH
Pasal 39
1. Pelayanan kasih merupakan wujud panggilan semua warga jemaat baik secara persekutuan maupun perseorangan terhadap sesama dan lingkungan berdasarkan kasih Tuhan Yesus. Sehingga perayanan dapat diwujudkan dalam bentuk perkataan dan perbuatan baik secara rohani maupun jasmani. 

Pasal 40
Bentuk dan Syarat Pelayanan Kasih
Pelayanan kasih yang dilaksanakan oleh JKK dapat diwujudkan dalam bentuk:
1. Memberikan bantuan biaya sekolah untuk anak-anak jemaat yang sangat membutuhkan sesuai dengan permohonan dan setelah mendapat persetujuan dari majelis jemaat yang bersifat isidentil.
2. Berupa pelayanan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan melalui lembaga kesehatan jemaat berkoordinasi dengan majelis jemaat.
3. Pemberian dana diakonia kepada para janda dan warga yang mengalami cacat fisik permanen yang tidak mampu untuk menghidupi diri sendiri berdasarkan pengetahuan ketua sektor dan wilayah serta disetujui oleh majelis jemaat.

4. Pemberian dana diakonia sakit opnam, kedukaan, melahirkan, dan musibah bencana alam yang jumlahnya ditetapkan oleh majelis jemaat. 
5. Memberikan tempat tinggal sementara selama-lamanya 3 tahun bagi warga jemaat yang tidak mampu berdasarkan rekomendasi diaken untuk menyewa tempat tinggal sementara.
6. Syarat-syarat lainnya untuk memberikan diakonia baik dalam bentuk uang maupun materi ditetapkan oleh majelis jemaat.

BAB X
KEPEGAWAIAN
Pasal 41
Pegawai Jemaat
1. Pegawai jemaat terdiri dari: pegawai kantor, koster, dan satuan pengamanan baik yang berstatus tetap maupun kontrak. 
2. Pegawai kantor adalah pegawai yang melakukan tugas pengurusan administrasi perkantoran, perbendaharaan dan keuangan jemaat. Dalam melaksanakan tugasnya pegawai jemaat berkoordinasi dan bertanggungjawab kepada MJH
3. Koster adalah pegawai jemaat yang bertugas dalam bidang perlengakapan dan kebersihan gereja sebagaimana mestinya. Koster jemaat dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan pegawai jemaat dan bertanggungjawab kepada MJH.
4. Satuan pengamanan adalah pegawai jemaat yang bertugas di bidang pengamanan dan ketertiban barang atau orang baik di luar gedung gereja maupun di dalam gedung gereja sebagaimana mestinya. Satuan pengamanan jemaat berkoordinasi dengan pegawai jemaat dan bertanggungjawab kepada MJH.
5. Waktu kerja dan pengaturan pekerjaan pegawai jemaat ditetapkan oleh MJH. 
6. Jumlah pegawai jemaat ditentukan oleh MJH setelah mendapat persetujuan dari majelis jemaat.
Pasal 42
Fungsionaris Jemaat (Pekerja Jemaat)
1. Fungsionaris jemaat adalah mereka yang memberikan waktu dan tenaganya untuk membantu majelis jemaat dalam pelayanan jemaat berdasarkan pengabdian sesuai dengan panggilannya. Fungsionaris jemaat ini dalam melaksanakan tugas pelayanannya berkoordinasi dengan majelis jemaat harian.
Pasal 43
Kesejahteran Pegawai Jemaat
1. Pegawai tetap jemaat mendapat gaji atau imbalan dari jemaat berpedoman pada peraturan gaji GKPB.
2. Pegawai tetap jemaat mendapat cuti tahunan selama 12 hari kerja.

3. Pegawai tetap jemaat wanita yang hamil dan melahirkan mendapat cuti hamil selama 42 hari kerja.

4. Pegawai jemaat mendapat libur sesuai dengan libur nasional.

5. Pegawai jemaat yang melakukan kerja lembur sesuai dengan peraturan lembur GKPB.

BAB XI

KESEJAHTERAAN PENDETA DAN PEKERJA JEMAAT DI LUAR MAJELIS JEMAAT

Pasal 44
Kesejahteraan Pendeta

1. Pendeta berhak mendapat tunjangan khusus, fasilitas kendaraan, biaya kesehatan, dan fasilitas pastori beserta perlengkapannya. 

2. Jumlah tunjangan khusus ditentukan oleh rapat majelis jemaat disesuaikan dengan keadaan keuangan jemaat.

3. Pastori dan kelengkapannya yang diberikan kepada Pendeta ditentukan oleh rapat majelis jemaat disesuaikan dengan keadaaan keuangan jemaat.
4. Biaya pemeliharaan kendaraan dan biaya BBM dari kendaraan dinas jemaat ditanggung oleh jemaat yang besarnya sesuai nota atau kwitansi tagihan.
5. Apabila terjadi mutasi Pendeta jemaat yang ditentukan oleh Majelis Sionde GKPB, Pendeta JKK yang dimutasi tersebut diberikan biaya pindah rumah sebesar 1 kali tunjangan khusus. 
Pasal 45
Pekerja Jemaat di Luar Majelis Jemaat (Fungsionaris)
1. Pekerja Jemaat (Fungsionaris) diluar majelis jemaat terdiri dari: pekerja pelayan firman pendamping Pendeta, pelatih koor, pemandu lagu, organis, petugas sound sistem, guru sekolah minggu dengan bidang tugas masing-masing untuk kelancaran peribadatan dan pelayanan firman.
2. Kepada pekerja jemaat di luar majelis jemaat tersebut diatas dapat diberikan insentif yang ditetapkan oleh majelis jemaat sesuai dengan keadaan keuangan jemaat.
3. Pendeta, pekerja jemaat dan majelis jemaat yang mendapat tugas resmi dari jemaat untuk memberikan atau menghadiri pelatihan, seminar, sidang sinode, dll dapat diberikan biaya pengganti transportasi dan penginapan (bila diperlukan) yang jumlahnya ditetapkan oleh majelis jemaat sesuai dengan keadaan keuangan jemaat.
BAB XII

PERBENDAHARAAN DAN KEUANGAN
Pasal 46
Perbendaharaan
1. Perbendaharaan sebagaimana dituang dalam APB JKK dikelola oleh bendahara jemaat dengan berkoordinasi dengan Ketua Majelis Jemaat dan majelis yang berjabatan Diaken.
2. Pengelolaan dan koordinasi yang dimaksudkan dalam poin 1 diatas meliputi tugas:
a.
pengadaan, pemeliharaan, perbaikan, renovasi, inventarisasi, pengawasan, pelaporan, dll.
b.
memberi tugas, pengelolaan perbendaharaan secara koordinatif  kepada pejabat atau pengurus lembaga-lembaga yang ada di jemaat sesuai kebutuhan. 
3. Bendahara jemaat setelah berkoordinasi dengan majelis jemaat yang berjabatan Diaken, dapat mengusulkan penghapus bukuan inventaris yang hanya bernilai fisik dibawah 5 juta. Usulan tersebut disampaikan, diterima, dan diputus dalam rapat majelis jemaat.
4. Pengadaan barang dan pengelolaan perbendaharaan yang dimaksud poin 1 diatas meliputi:
a. Pengadaan barang rutin keperluan kantor dilakukan oleh bendahara dibawah koordinasi MJH.
b. Pengadaan barang bernilai 5 juta sampai 10 juta dilakukan oleh bendahara atas persetujuan MJH.
c. Pengadaan barang bernilai 10 juta lebih sampai 50 juta dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh majelis jemaat dan berkoordinasi dengan bendahara.
d. Pengadaan barang diatas 50 juta atau lebih merujuk pada ketentuan pasal 11 ayat 2 dan 3 peraturan GKPB no. 20 tahun 2007.
5. Perbendaharaan berupa kendaraan baik kendaraan dinas pendeta maupun kendaraan dinas umum dikelola oleh wakil ketua bidang operasional dibawah pengawasan bendahara yang dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kelancaran tugas pelayanan jemaat. 

Pasal 47
Keuangan

1. Unsur-unsur pengelola keuangan terdiri dari bendahara jemaat, bagian akuntansi, kasir, dan badan pengawas keuangan yang bertugas saling melengkapi untuk tertibnya penggunaan keuangan jemaat.

2. Bagian akuntansi bertugas melakukan pengelolaan pembukuan atau administrasi keuangan sesuai dengan standard akuntansi yang baik. 
3. Bagian kasir bertugas menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang kontan atau fisik kas dan mempertangungjawabkan dalam buku tersendiri mengenai penggunaan keuangan sesuai dengan akuntansi Indonesia.

4. Unsur-unsur pengelola keuangan tersebut diatas poin 1 harus memberi laporan dan  pertangungjawab atas pengelolaan keungannya kepada majelis jemaat dan atau rapat jemaat.
Pasal 48
Badan Pengawas Keuangan (Team Verifikasi)
1. Badan pengawas keuangan (Tim Verifikasi) bertugas untuk membina, memeriksa, mengawasi, dan memberikan saran-saran kepada bendahara dan bagian akuntansi serta kasir agar sistem pengelolaan dan penggunaan keuangan dapat berjalan dengan baik dan lancar serta dapat dipertanggungjawabkan.
2. Apabila dipandang perlu badan pengawas keuangan atau tim verifikasi dapat mengusulkan penggunaan jasa akuntan publik kepada majelis jemaat untuk melakukan pemeriksaan keuangan JKK. 
BAB XIII
Pasal 49
Pendisiplinan
1. Pendisiplinan diarahkan kepada tujuan pembinaan menuju kepada pertobatan yang sungguh-sungguh sehingga yang bersangkutan dapat kembali menjadi warga jemaat yang taat kepada Kristus dan peraturan jemaat.

BAB XIV

Pasal 50
Peralihan

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam ortala ini akan diatur dalam peraturan tersendiri oleh majelis JKK.
2. Peraturan-peraturan dalam ortala ini  mulai berlaku sejak ditetapkan dan peraturan-peraturan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada di ortala ini dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan oleh Majelis Jemaat GKPB Jemaat Kristus Kasih
Tanggal : 8 Juli 2012
Majelis Jemaat GKPB Jemaat Kristus Kasih
Ketua,






Sekretaris,

Pdt. Drs. I Wayan Sudira Husada, MM 

   Dra. Pnj. Gusti Ayu Kartika, M.Pd
LAMPIRAN-LAMPIRAN
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